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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK 

MEMILIKI IZIN PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN 

 

Oleh 

ABRAM YOSSI GINTING 

Pengelolaan sumber daya perikanan masih banyak terjadi pelanggaran yang 

dilakukan oleh pihak yang berprofesi di bidang tersebut. Pelanggaran yang terjadi 

akan berdampak buruk terhadap ekosistem perikanan di wilayah perairan negara 

kita sehingga bisa terancam kelestariannya. Dampak buruk yang terjadi 

mengakibatkan berkurangnya sumber daya perikanan yang seharusnya dapat 

dikelola sehingga bermanfaat maksimal dimasyarakat. Salah satu bentuk 

pelanggaran yang akan dibahas adalah tindak pidana tidak memiliki izin 

pengelolaan usaha perikanan yang merugikan sumber daya perikanan wilayah 

perairan Indonesia. Permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah 

penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan tidak memiliki izin 

pengelolaan usaha perikanan? Apakah faktor yang menghambat penegakan 

hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan tidak memiliki izin pengelolaan 

usaha perikanan? 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 

yuridis normative dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan  

adalah jenis data primer dan jenis data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini 

adalah Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Khusus Perikanan Pengadilan Negri 

Tanjung Karang dan Dosen Fakultas Hukum Unversitas Lampung, analisis data 

penulisan skripsi ini dilakukan secara analisis kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah (1) Penegakan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana tidak memiliki izin pengelolaan usaha perikanan sangatlah penting 

dan strategis di bidang perikanan Indonesia khususnya dalam pengawasan dan 

pengendalian sumber daya perikanan. Tujuan penegakan hukum terhadap tindak 

pidana tidak memiliki izin pengelolaan usaha perikanan ini sebagai bentuk upaya 

pemerintah menanggulangi bagian dari kejahatan illegal fishing di wilayah 

perairan Indonesia yang sangat merugikan negara. (2) Faktor yang menjadi 

penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tidak 

memiliki izin pengelolaan usaha perikanan antara lain adalah faktor aturan 

hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan 

faktor budaya hukum di masyarakat. 

 

 



ABRAM YOSSI GINTING 

Saran dalam penelitian ini adalah aturan hukum mengenai tidak memiliki izin 

pengelolaan usaha perikanan yang berlaku saat ini harus dilakukan rekontruksi 

kembali dan diperbaharui kemudian aparat penegak hukum yang berwenang perlu 

dilakukan pemberdayaan baik dari segi kuantitas dan kualitas secara maksimal 

dan peningkatan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Sikap masyarakat 

terhadap kesadaran hukum yang berlaku terutama di bidang perikanan perlu 

diperhatikan supaya dapat mengurangi tindak pidana perikanan khususnya tindak 

pidana tidak memiliki izin pengelolaan perikanan. 

 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tidak memiliki, Izin Usaha Perikanan, 

Tindak Pidana Perikanan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup 

cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek. Bukan saja dari segi teknis 

dan peralatan penangkapan ikan saja yang ditingkatkan, melainkan manajemen 

pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan 

teknologi, juga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan, mengembangkan 

pengolahan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengolahan 

ikan dengan berbagai jenis produk dengan kualitas unggulan. Semua unit tersebut 

memerlukan banyak tenaga kerja sehingga paling tidak dapat mengurangi angka 

pengangguran di negara kita.1 Sektor perikanan sangat penting dalam 

pertumbuhan ekonomi negara kita yang merupakan sebuah negara maritim. Hasil 

perikanan masih berperan utama dalam kegiatan pasar di Indonesia. Industri 

perikanan baik itu skala besar ataupun kecil berperan besar dalam penambahan 

pendapatan negara yang bisa digunakan sebagai pembangunan ekonomi untuk 

kekuatan negara dan menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan di 

bidang perikanan haruslah dilakukan secara baik dan profesional. 

 

Pelaksanakan pengelolaan di bidang perikanan diperlukan suatu aturan atau 

hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan negara kita sebagai negara hukum. 

                                                             
1 Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan, (Rineka Cipta) 

hlm. 3. 
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Hukum sengaja diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Hukum juga 

dipergunakan sebagai agent of change yang dapat mengubah perbuatan 

masyarakat, serta dipergunakan sebagai social control atau pengendalian sosial 

yang memaksa warga masyarakat untuk mengindahkan dan mematuhi kaidah-

kaidah hukum yang berlaku.2 Hukum diperlukan untuk mewujudkan ketertiban 

dan keamanan di masyarakat. Hukum menjadi suatu keharusan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara karena hukum memungkinkan hak-hak warga 

negara terlindungi.  

 

Pengelolaan sumber daya perikanan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berprofesi di bidang terebut masih sering terdapat pelanggaran-pelanggaran yang 

terjadi. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akan berdampak buruk terhadap 

ekosistem perikanan di wilayah perairan negara kita sehingga bisa terancam 

kelestariannya. Pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang 

paling sering terjadi saat ini adalah illegal fishing. Illegal fishing adalah kegiatan 

penangkapan ikan yang tidak dibenarkan berdasarkan aturan dan perundang-

undangan (legislasi) yang mengatur kegiatan tersebut. Dalam konteks 

internasional, istilah illegal fishing “menyatu” dengan istilah Unreported and 

Unregulated Fishing.3 Dalam dekade terakhir ini, illegal fishing dianggap sebagai 

persoalan serius dalam dunia perikanan, yang perlu mendapat perhatian serius. 

Keberadaan illegal fishing  memungkinkan adanya dampak negatif terhadap stok 

perikanan, gangguan reseliensi stok pada zona konservasi, dan akselerasi 

kepunahan bagi jenis biota yang dilindungi (endegered species).4  

                                                             
2Ibid, hlm. 4. 
3Sudirman, Mengenal Alat dan Metode Penangkapan Ikan, (Rineka Cipta) hlm. 226. 
4Ibid, hlm. 227. 
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Bentuk praktek illegal fishing yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki izin pengelolaan usaha perikanan. 

Kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki ijin pengelolaan usaha perikanan 

merupakan kegiatan yang termasuk tindak pidana di bidang perikanan. Terdapat 

tiga dokumen wajib yang harus dimiliki oleh pengelola usaha perikanan untuk 

kepentingan kelangsungan usahanya, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), 

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan 

(SIKPI). Tanpa tiga dokumen wajib tersebut, kegiatan pengelolaan usaha 

perikanan digolongkan sebagai kejahatan berupa illegal fishing. SIUP merupakan 

izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha 

perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin 

tersebut.5 SIUP wajib dimiliki oleh setiap perusahaan perikanan tangkap di laut 

lepas. SIUP berlaku selama perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha di 

bidang perikanan. 

 

Kegiatan usaha perikanan tangkap dilaut lepas pastinya menggunakan kapal 

penangkap ikan. Setiap kapal penangkap ikan haruslah mempunyai dokumen 

wajib SIKPI dan SIPI. SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal 

perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.6 Pembuatan SIPI didasarkan atas 

adanya SIUP, oleh karena itu perusahaan perikanan tangkap yang memiliki SIPI 

sudah pasti memiliki SIUP. SIKPI merupakan dokumen perizinan untuk 

melakukan pengangkutan ikan. Tidak memiliki SIKPI diwajibkan untuk kapal 

penangkap ikan berbendera Indonesia maupun asing karena jika tidak memiliki 

                                                             
5https://dkp.bantenprov.go.id. Diakses pada tanggal 4 November 2017. Pukul 16.00 WIB. 
6 Gatot Supramono, op.cit., hlm. 35. 

https://dkp.bantenprov.go.id/


4 

SIKPI akibatnya kapal penangkap ikan tersebut tidak dapat mengangkut hasil 

tangkapannya di wilayah pengelolaan perikanan, sehingga akan menghadapi 

masalah hendak dikemanakan hasil tangkapannya. 

 

Kewajiban memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dalam pasal 26, 27, 28 UU 

Perikanan. Kewajiban memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI di ZEEI cukup beralasan, 

karena jika dilihat dari potensi sumber daya perikanan yang terkandung di 

wilayah perairan nasional dan ZEEI yang seluas 5,8 juta km2 adalah sebesar 6,26 

juta ton per tahun. Oleh karena itu ketiga dokumen tersebut dapat digunakan 

untuk memproteksi pengelolaan perikanan di luar laut teritorial terutama agar 

kapal-kapal asing tidak dengan mudah melakukan penangkapan ikan di perairan 

tersebut. kewajiban memiliki SIUP,SIPI, dan SIKPI berlaku juga terhadap kapal-

kapal berbendera asing yang melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan 

perairan Indonesia.  

 

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ditangkapnya kapal asing 

berbendera Thailand di wilayah perairan Provinsi Sumatera Utara karena 

melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan 

Ikan (SIPI) yang merupakan salah satu izin pengelolaan usaha perikanan. Kasus 

ini termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan yaitu Putusan Nomor: 

12/Pid-Sus-PRK/2016/PN Mdn. 

 

Putusan tersebut menyebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 

sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa selaku nahkoda kapal bernomor lambung 

PKFA-3378 bernama Tepparak Insorn Warga Negara Thailand beserta empat 

anak buah kapal (ABK) yang masing-masing bernama Samaron Mang, Phean Pul, 
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Prasit Thumthong, dan Chak At semuanya berkewarganegaraan Thailand 

beroperasi melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan ZEEI (Zona 

Ekonomi Eksklusif Indonesia) tepatnya wilayah perairan Provinsi Sumatera 

Utara. 

 

Kapal patroli KP. Anis Kembang-4001 melakukan patroli di wilayah perairan 

Provinsi Sumatera Utara. KP. Anis Kembang-4001 melihat kapal penangkap ikan 

asing PKFA-3378 GT kemudian dilakukan pengejaran dan pendekatan terhadap 

kapal PKFA-3378 GT tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 

kapal beserta awak kapal dan muatan kapal. Pemeriksaan dilakukan oleh 

Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan kapal 

patroli KP. Anis Kembang-4001 yang dinahkodai oleh YORDANSYAH, 

S.ST.Pel beserta ABK kapal yaitu ARIEF BUDIMAN, Jabatan Tamtama Teknik 

(TATEK) kapal Patroli Polisi KP.ANISKEMBANG-4001 Ditpolair Baharkam 

Polri dan FUAD AZHARI SIREGAR, Jabatan Bintara Teknik (Ba Tek) kapal 

Patroli Polisi KP.ANIS KEMBANG-4001 Ditpolair Baharkam Polri yang 

merupakan saksi dalam persidangan. 

 

Berdasarkan pemeriksaan, ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak 971 kg yang 

terdiri dari ikan jenis campuran. Dari keterangan nahkoda kapal (Tepparak 

Insorn), KM PKFA-3378 GT berlayar dari Bancuk Malaysia pada tanggal 10 Juli 

2016 sekitar Pukul 03.00 WIB menuju laut untuk melakukan penangkapan ikan. 

Dalam pemeriksaan nahkoda tidak memiliki dokumen yang seharusnya dimiliki 

oleh kapal penangkap ikan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan 

Indonesia berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha 
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Perikanan (SIUP) sedangkan dokumen yang ada dimiliki kapal PKFA-3378 GT 

adalah Lenssen Vessel yang dikeluarkan pemerintah Malaysia yang tidak berlaku 

untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia.Tanpa adanya 

kepemilikian dokumen perizinan penangkapan ikan yang sah dari pemerintah 

Indonesia, perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai 

“illegal fishing”. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 93 

Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perikanan yang menyatakan bahwa: 

“Setiap orang yang memiliki dan/mengoperasikan kapal penangkap ikan 

berbendra asing yang digunakan untuk melakukan pengkapan ikan di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI”. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tindak pidana pengoperasian kapal 

penangkap ikan asing yang tidak memiliki SIPI yang dilakukan oleh Tepparak 

Insorn yang berkewarganegaraan Thailand terbukti secara sah melakukan tindak 

pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah Zona 

Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIPI dan dijatuhi sanksi 

hukuman pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

 

Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui kapal asing tersebut melakukan 

tindak pidana perikanan mengoperasikan kapal yang tidak memiliki izin 

pengelolaan usaha perikanan yaitu SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Sanksi 
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tegas sudah diterapkan terhadap kapal berbendera asing yang tidak memiliki izin 

pengelolaan usaha perikanan yang melakukan penangkap ikan di wilayah perairan 

RI. Namun pelanggaran tersebut masih banyak terjadi di wilayah perairan RI, hal 

ini mengungkapkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak 

pidana perikanan tidak memiliki izin pengelolaan usaha perikanan masih belum 

efektif. 

 

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya penengakan hukum di 

bidang perikanan, dari sarana fasilitas aparat hukum yang melakukan pengawasan 

di wilayah perairan perikanan Indonesia sampai dengan masalah-masalah dalam 

proses penyelesaian perkara di bidang perikanan menjadi faktor-faktor yang 

menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan penegakan hukum pidana di bidang 

perikanan, khususnya tidak memiliki izin pengelolaan usaha perikanan. 

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di bidang perikanan sangat penting dan 

harus bersifat strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara 

terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan 

perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.7 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis 

tentang upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak 

memiliki izin pengelolaan usaha perikanan dan merumuskan faktor-faktor yang 

menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana pidana dalam kasus 

tersebut. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis membuat penelitian dengan 

                                                             
7Erna Dewi dan Firganefi, Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan), (Bandar 

Lampung: PKKPUU FH UNILA) hlm.61. 
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judul “Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana izin pengelolaan 

usaha perikana (Studi Putusan PN Nomor 12/Pid-Sus-PRK/2016/PN Mdn)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini 

terdapat beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesainnya secara 

ilmiah. Beberapa masalah tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

tidak memiliki izin pengelolaan usaha perikana? 

b. Apakah faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku 

tindak pidana kepemilkan izin pengelolaan usaha perikana? 

 

2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka ruang lingkup penulisan skripsi 

ini terkait dengan ilmu hukum pidana terhadap penegakan hukum pidana 

terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki izin pengelolaan usaha perikanan. 

Penelitian skripsi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan di Provinsi 

Sumatera Utara, yang dilaksanakan pada tahun 2018. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 

a. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak 

pidana tidak memiliki izin pengelolaan usaha perikanan. 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum 

pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki izin pengelolaan usaha 

perikanan. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang 

telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap 

gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-

kecenderungan yang timbul.8 

 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan menjadi sumbangan referensi dalam 

pengkajian ilmu hukum, terutama ilmu hukum pidana yang mengenai 

penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki izin 

pengelolaan usaha perikanan. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 

wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan 

informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai penegakan 

hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki izin 

pengelolaan usaha perikanan. 

 

                                                             
8 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada) hlm. 29. 
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D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap 

relevan oleh peneliti.9 

a. Teori Penegakan hukum pidana 

Penegakan hukum pidana merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.10Teori 

yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam penulisan skripsi ini 

adalah teori penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Joseph 

Goldstein,11 penegakan hukum pidana terbagi dalam 3 (tiga) konsep 

sebagai berikut: 

1. Total enforcement 

Total enforcement merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana 

pidana sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana 

materiil (“subtantive law of crime”), yang tidak mungkin diwujudkan 

karena keterbatasan gerak penegak hukum yang disebabkan adanya 

pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup 

aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, 

penyitaan sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau mungkin 

juga pembatasan oleh hukum pidana materiil itu sendiri, yang 

menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut 

berdasarkan pengaduan (“klacht delict”). Area yang tidak terjamah oleh 

penerapan hukum ini, disebut “area no enforcement”. Apabila area 

penegakan hukum pidana “total enforcement” dikurangi dengan “area 

of no enforcement” maka munculah area yang disebut “full 

enforcement”.  

2. Full enforcement 

Disini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara 

maksimal. Penegakan hukum pidana secara “full enforcement” ini, 

                                                             
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Bandung: UI Press Alumni, 1986) hlm. 125. 
10Dellyana, Konsep Penegakan hukum pidana, (Yogyakarta: Liberty) hlm. 32. 
11 Erna Dewi, Firganefi, Op.Cit., hlm. 31. 
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merupakan harapan yang tidak realistik (“non a realistic expectation”) 

menurut Joseph Goldstein, karena terdapat kendala-kendala dalam 

pelaksanaanya berupa keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi 

dana dan sebagainya, sehingga mengharuskan diskresi.   

3. Actual enforcement 

Actual enforcement, merupakan penegakan hukum pidana yang 

konkrit/nyata sebagai hasil dari “total enforcement” dikurangi “area of 

no enforcement” menghasilkan “full enforcement” dan yang terakhir 

dikurangi dengan adanya diskresi (“decision not to enforcement”) 

menghasilkan penegakan hukum pidana yang aktual. 

 

Khusus penegakan hukum pidana pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:12 

1. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana pidana in 

abstacto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini 

pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai 

yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan 

datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangn pidana yang 

baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi. 

2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana pidana oleh aparat-

aparat penegak hukum mulai dari kepolisisan, kejaksaan, hingga 

pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta 

menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan 

pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak 

hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap 

kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif. 

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana pidana secara 

konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang 

telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana 

yang telah ditetapkan oleh pengadilan. 

 

b. Teori Faktor Penghambat 

Untuk menjawab permasalahan mengenai faktor penghambat peran ahli yang 

dibutuhkan demi penegakan hukum pidana, maka penulis menggunakan teori 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana oleh Soerjono 

Soekanto yaitu:13 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) 

Faktor undang-undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan 

hukum pidana, berlakunya kaedah hukum di kalangan masyarakat ditinjau 

dari kaedah hukum itu sendiri. 

                                                             
12Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang:Undip, 1995) hlm 45. 
13 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 8. 



12 

2) Faktor Penegak Hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum pidana adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam 

kerangka penegakan hukum pidana dan implementasi penegakan hukum 

pidana bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. 

Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. 

3) Faktor Sarana dan Fasilitas 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang 

memadai, penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan dengan lancar dan 

penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor Masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum pidana, sebab penegakan hukum pidana berasal dari 

masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang 

terpenting dalam menentukan penegakan hukum pidana adalah kesadaran 

hukum masyarakat. 

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan 

nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum 

pidana, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-

undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin 

mudahlah dalam penegakan hukum pidananya. 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang 

merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti 

dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.14 

 

Pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 

a. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum (acara) pidana dalam 

menyelesaikan perkara-perkara pidana. Istilah penegakan hukum pidana 

lebih dikenal dengan “Criminal Justice System” atau sistem penegakan 

hukum pidana.15 

                                                             
14 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 96. 
15http://www.suduthukum.com/2016/12/pengertian-penegakan-hukum-pidana.html. Diakses pada 

tanggal 10 November 2017. Pukul 18.00 WIB. 

http://www.suduthukum.com/2016/12/pengertian-penegakan-hukum-pidana.html
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b. Tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang dilarang dalam semua 

kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber 

daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan 

sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, 

yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang mampu bertanggung 

jawab dan diancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan.16 

c. Izin pengelolaan usaha perikanan merupakan alat kontrol pemerintah dalam 

pengelolaan sumberdaya dan usaha perikanan. Dengan mengeluarkan dan 

mengalokasikan izin usaha perikanan, pemerintah dapat mengetahui 

seberapa besar sumberdaya perikanan yang sudah dikelola dan 

dimanfaatkan.17 

 

D. Sistematika Penulisan 

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

ruang lingkup penelititan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teotitis dan 

konseptual serta sistematika penulisan. 

 

 

 

                                                             
16Ketut Darmika, Jurnal Penelitian Hukum, Penegakan hukum pidana Tindak Pidana Perikanan 

Oleh Kapal Perang Republik Indonesia, Vol.9 | No.1, hlm. 31. 
17 http://togaikan.blogspot.co.id/2018/01/perizinan-perikanan.html. Diakses pada tanggal 19 

Februari 2018. Pukul 12.00 WIB. 

http://togaikan.blogspot.co.id/2018/01/perizinan-perikanan.html
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum 

pidana pidana. Bab ini diuraikan menjadi beberapa sub bab, yang diantaranya 

mengenai tindak pidana perikanan tidak memiliki izin pengelolaan usaha 

perikanan, penegakan hukum pidana pidana terhadap tindak pidana perikanan 

tidak memiliki izin pengelolaan usaha perikanan dan faktor penghambat 

penegakan hukum pidana. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam 

penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Pengumpulan 

Data dan Pengolahan Data serta Analisis Data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap 

permasalahan penelitian mengenai bagaimana penegakan hukum pidana pidana 

terhadap tindak pidana perikanan tidak memiliki izin pengelolaan usaha 

perikanan dan faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya penegakan 

hukum pidana dengan mendasarkan pada data primer dan data sekunder. 

V. PENUTUP 

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan 

dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif 

penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa 

mendatang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum 

 

1. Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan terhadap 

keberadaan dan berfungsinya nilai-nilai dasar demokrasi antara lain: jaminan 

terhadap keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan-keputusan 

politik, persamaan dan kebebasan serta perlindungan terhadap martabat 

manusia. Di samping itu, dalam penegakan hukum diperlukan adanya jaminan 

terhadap kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan. Kemandirian atau 

kebebasan lembaga peradilan merupakan syarat dan kondisi agar azas negara 

hukum dapat terlaksana sepenuhnya. Ini berarti bahwa lembaga peradilan 

mandiri manakala para pelaku lembaga itu juga mandiri serta berorientasi pada 

rasa dan suara keadilan tidak pada kekuasaan tekanan.19Penegakan hukum 

pidana merupakan bentuk penerapan norma-norma hukum terutama hukum 

pidana di masyarakat agar dapat menanggulangi kejahatan serta menjatuhkan 

sanksi terhadap suatu tindak pidana kejahatan di masyarakat sehingga 

tercapainya ketertiban dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

                                                             
19 Sri Hartini, Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisisan Dalam penegakan Hukum Pada 

Era Reformasi, hlm. 1. 
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Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-

akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang 

represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun 

preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda 

rechtshanhaving. Berbeda dengan istilah Inggris law enforcement yang 

sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa informasi, 

persuasif, dan petunjuk disebut law compliance, yang berarti pemenuhan atau 

penataan hukum. Oleh karena itu barangkali lebih tepat jika dipakai istilah 

penanganan hukum atau pengendalian hukum.20 

 

Sudarto memberikan arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan 

perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi 

(onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi 

(onrecht in potentie).21 Sedangkan menurut Satijipto Rahardjo, penegakan 

hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep 

menjadi kenyataan. 

 

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan 

hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini 

tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan 

dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum 

menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran 

                                                             
20 Erna Dewi dan  Firganefi, Op.Cit., hlm. 37. 
21Ibid. 
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pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum 

akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.22 

 

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.23 Penegakan hukum sebagai 

suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan dsikresi yang menyangkut 

membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan 

tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.24 Oleh karena itu dapatlah 

dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan 

perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia 

kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement 

begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan 

penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu 

dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai 

kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau 

keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam 

pergaulan hidup.25 

 

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (total 

enforcement), dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku 

                                                             
22Ibid. 
23 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012) hlm. 4. 
24Ibid, hlm. 7. 
25Ibid. 
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yang telah memenuhi rumusannya dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. 

Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang 

itu sendiri, misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak 

pidana dapat di proses.26 Dengan menggunakan paradigmasistem hukum yang 

dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum meliputi 

aspek substantif, aspek struktur (legal actors), dan budaya hukum (legal 

culture), maka penegakan hukum sangat dipengaruhi ketiga aspek tersebut.27 

 

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan 

sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada 

pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, 

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. 

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:28 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada 

undang-undang saja. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergulan hidup. 

 

 

                                                             
26 Erna Dewi dan Firganefi, Op.Cit., hlm. 50. 
27Ibid. 
28 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012) hlm. 8. 
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Kelima faktor tersebut saling berkaitan denga eratnya, oleh karena merupakan 

esensi penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas 

penegakan hukum.29 

 

B. Tinjauan UmumTindak Pidana Perikanan 

 

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu Strafbaar feit.30 Pompe merumuskan bahwa suatu Strafbaar feit itu 

sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu 

rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.31 

Vos merumuskan bahwa Strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang 

diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.32  Tindak pidana merupakan 

pengertian dasar dalam hukum pidana yang memiliki pengertian yuridis. Secara 

yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar 

undang–undang pidana. Kelakuan manusia yang melanggar hukum dirumuskan 

didalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana. Orang yang 

melakukan perbuata pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan 

pidana apabila ia mempunyai kesalahan.33 

 

                                                             
29Ibid. 
30 Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) hlm. 67. 
31 Lamintang P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1990) hlm. 

174. 
32 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1, (Jakarta: PT. 

Pratnya Paramita, 1996) hlm. 16. 
33 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2001) hlm. 22. 
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Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang 

masuk dalam kejahatan, dan Buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan 

tindak pidana dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu 

1. Unsur tingkah laku. 

2. Unsur melawan hukum. 

3. Unsur kesalahan. 

4. Unsur akibat konstitutif. 

5. Unsur keadaan menyertai. 

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. 

7. Unsur tambahan untuk memperberat pidana. 

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. 

9. Unsur objek hukum tindak pidana. 

10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana. 

11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

 

Berdasarkan 11 (sebelas) unsur di atas, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan 

dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya 

berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang 

berada diluar keadaan batin manusia, yakni semua unsur mengenai 

perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat 

pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat 

subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan 

batin orangnya (mens rea). 

 

2. Pengertian Tindak Pidana Perikanan 

Tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan 

yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan 

lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran 

yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh 

orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab dan diancam pidana 
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sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.34 Tindak pidana 

perikanan atau lebih dikenal dengan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU 

fishing) dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:35 

(1) Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan 

wilayah atau ZEE su-atu negara, atau tidak memiliki ijin dari negara tersebut. 

(2) Unregulated fishing yaitu kegiatan penang kapan di perairan wilayah atau 

ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara 

tersebut. 

(3) Unreported fishing yaitu kegiatan pe-nangkapan ikan di perairan wilayah atau 

ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data 

kapal dan hasil tangkapannya. 

 

 

Tindak Pidana di bidang perikanan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 hanya ada 2 (dua) 

macam delik, yaitu:36 

(1) Delik kejahatan (misdrijven), dan 

(2) Delik pelanggaran (overtredingen). 

 

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan 

kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang 

tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. 

Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam 

Pasal 84, Pasal 85, Pasal86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta 

Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur 

                                                             
34Ketut Darmika, Jurnal Penelitian Hukum, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh 

Kapal Perang Republik Indonesia, Vol.9 | No.1, hlm. 31. 
35Ibid. 
36 Gatot Suparmono, Op.Cit., hlm: 153. 
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dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 36, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 

99, Pasal 100, dan Pasal 100C.37 

 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Perikanan 

Jenis-jenis tindak pidana perikanan yang dirumuskan dalam Undang-Undang 

No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah sebagai berikut:38 

 

Pasal Subyek Rumusan Delik Sanksi 

84 

Ayat 

1 

Setiap Orang Dengan sengaja di wilayah 

pengelolaan perikanan Republik 

Indonesia melakukan 

penangkapan ikan dan/atau 

pembudidayaan ikan dengan 

menggunakan bahan,kimia bahan 

biologis, bahan peledak, alat 

dan/atau cara, dan/atau bangunan 

yang dapat merugikan dan/atau 

membahayakan kelestarian 

sumber daya ikan dan/atau 

lingkungannya. 

Pidana 

penjara 

paling lama 

6(enam) 

tahun dan 

denda paling 

banyak Rp 

1.200.000.00

0,00(satu 

miliar dua 

ratus juta 

rupiah). 

84 

Ayat 

2 

Nakhoda atau 

pemimpin 

kapal 

perikanan,ahl

i 

penangkapan 

ikan,dan anak 

buah kapal 

Dengan sengaja di wilayah 

pengelolaan perikanan Republik 

Indonesia melakukan 

pengangkapan ikan dengan 

menggunakan bahan kimia,bahan 

biologis,bahan peledak,alat 

dan/atau cara,dan/atau bangunan 

yang dapat merugikan dan/atau 

membahayakan kelestarian 

sumber daya ikan dan/atau 

lingkungannya. 

pidana 

penjara 

paling lama 

10(sepuluh)t

ahun  dan 

denda paling 

banyak Rp. 

1.200.000.00

0,00(satu 

miliar dua 

ratus juta 

rupiah). 

84 

Ayat 

3 

Pemilik 

Kapal 

perikanan,pe

milik 

perusahaan 

perikanan,pe

nanggung 

jawab 

Dengan sengaja di wilayah 

pengelolaan perikanan Republik 

Indonesia melakukan usaha  

pengangkapan ikan dengan 

menggunakan bahan kimia,bahan 

biologis,bahan peledak,alat 

dan/atau cara,dan/atau bangunan 

yang dapat merugikan dan/atau 

Pidana 

penjara 

paling lama 

10(sepuluh) 

tahun  dan 

denda paing 

banyak 

Rp.2.000.00

                                                             
37Ibid. 
38Ayu Agung, Tesis, Berbagai Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh Jaksa Penuntun Umun 

Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan, (FHUI, 2008) hlm. 23-32. 
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perusahaan 

perikanan,da

n/atau 

operator 

kapal 

perikanan 

membahayakan kelestarian 

sumber daya ikan dan/atau 

lingkungannya. 

0.000,00(dua 

miliar 

rupiah) 

85 Setiap Orang Dengan sengaja 

memiliki,menguasai,membawa,d

an/atau menggunakan alat 

perangkap ikan dan/atau alat 

bantu penangkapan ikan yang 

menggangu dan merusak 

keberlanjutan sumber daya ikan 

di kapal penangkap ikan di 

wilayah pengelolaan perikanan 

Negara Republik Indonesia. 

Dipidana 

penjara 

paling lama 

5(lima) 

tahun dan 

denda paling 

banyak Rp. 

2.000.000.00

0,00(dua 

miliar 

rupiah). 

86 

Ayat 

1 

Setiap Orang Dengan sengaja di wilayah 

pengelolaan perikanan Republik 

Indonesia melakukan perbuatan 

yang mengakibatkan pencemaran 

dan/atau kerusakan sumber daya 

ikan dan/atau lingkungannya 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12Ayat(1). 

Pidana 

penjara 

paling lama 

10(sepuluh) 

tahun dan 

denda paling 

banyak Rp. 

2.000.000.00

0,00(dua 

miliar 

rupiah). 

87 

Ayat 

1 

Setiap orang Dengan sengaja di wilayah 

pengelolaan perikanan Republik 

Indonesia membudidayakan ikan 

yang dapat membahayakan 

sumber daya ikan dan/atau 

lingkungan sumber daya ikan 

dan/atau kesehatan manusia 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 Ayat (2). 

Pidana 

penjara 

paling lama 

6 (enam) 

tahun dan 

denda paling 

banyak Rp 

1.500.000.00

0,00 (satu 

miliar lima 

ratus juta 

rupiah). 

87 

Ayat 

2 

Setiap orang Dengan sengaja di wilayah 

pengelolaan perikanan Republik 

Indonesia membudidayakan ikan 

hasil rekayasa genetika yang 

dapat membahayakan sumber 

daya ikan dan/atau lingkungan 

sumber daya ikan dan/atau 

kesehatan manusia sebagaimana 

Pidana 

penjara 

paling lama 

6 (enam) 

tahun dan 

denda paling 

banyak Rp 

1.500.000.00
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dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 

(3) 

0,00 (satu 

miliar lima 

ratus juta 

rupiah). 

87 

Ayat 

3 

Setiap orang Dengan sengaja di wilayah 

pengelolaan perikanan Republik 

Indonesia menggunakan obat-

obatan dalam pembudidayaan 

ikan yang dapat membahayakan 

sumber daya ikan dan/atau 

kesehatan manusia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 

(4). 

Pidana 

penjara 

paling lama 

6 (enam) 

tahun dan 

denda paling 

banyak Rp 

1.500.000.00

0,00 (satu 

miliar lima 

ratus juta 

rupiah). 

88 Setiap Orang Dengan sengaja memasukkan, 

mengeluarkan, mengadakan, 

mengedarkan dan/atau 

memelihara ikan yang merugikan 

masyarakat, pembudidaya ikan, 

sumber daya ikan, dan/atau 

lingkungan sumber daya ikan ke 

dalam dan/atau ke luar wilayah 

pengelolaan perikanan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 Ayat (1). 

Pidana 

penjara 

paling lama 

6 (enam) 

tahun dan 

denda paling 

banyak Rp 

1.500.000.00

0,00 (satu 

miliar lima 

ratus juta 

rupiah). 

89 Setiap Orang Yang melakukan penanganan 

dan pengolahan ikan yang tidak 

memenuhi dan tidak menerapkan 

persyaratan kelayakan 

pengolahan ikan, sistem jaminan 

mutu, dan keamanan hasil 

perikanan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 20 Ayat 

(3). 

Pidana 

penjara 

paling lama 

1 (satu) 

tahun dan 

denda paling 

banyak 

Rp.800.000.

000,00 

(delapan 

ratus juta 

rupiah). 

90 Setiap Orang Dengan sengaja melakukan 

pemasukan atau pengeluaran 

ikan dan/atau hasil perikanan 

dari dan/atau hasil perikanan dari 

dan/atau ke wilayah Republik 

Indonesia yang tidak dilengkapi 

sertifikat kesehatan untuk 

konsumsi manusia sebagaimana 

Pidana 

penjara 

paling lama 

1 (satu) 

tahun dan 

denda paling 

banyak Rp 

800.000.000,



25 

dimaksud dalam Pasal 21. 00 (delapan 

ratus juta 

rupiah). 

91 Setiap Orang Dengan sengaja menggunakan 

bahan baku, bahan tambahan 

makanan, bahan penolong, 

dan/atau alat yang 

membahayakan kesehatan 

manusia dan/atau lingkungan 

dalam melaksanakan penanganan 

dan pengolahan ikan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 Ayat (1). 

Pidana 

penjara 

paling lama 

6 (enam) 

tahun dan 

denda paling 

banyak Rp 

1.500.000.00

0,00 (satu 

miliar lima 

ratus juta 

rupiah). 

92 Setiap Orang Dengan sengaja di wilayah 

pengelolaan perikana Republik 

Indonesia melakukan usaha 

perikanan di bidang 

penangkapan, pembudidayaan, 

pengangkutan,pengolahan, dan 

pemasaran ikan, yang tidak 

memiliki SIUP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 Ayat 

(1). 

Pidana 

penjara 

paling lama 

8 (delapan) 

tahun dn 

denda paling 

banyak Rp 

1.500.000.00

0,00 (satu 

miliar lima 

ratus juta 

rupiah). 

93 

Ayat 

1 

Setiap Orang Yang memiliki dan/atau 

mengoperasikan kapal 

penangkap ikan di wilayah 

pengelolaan perikanan Republik 

Indonesia dan/atau dilaut lepas, 

yang tidak memiliki SIPI 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 Ayat (1). 

Pidana 

penjara 

paling lama 

6 (enam) 

tahun dan 

denda paling 

banyak Rp 

2.000.000.00

0,00 (dua 

milyar 

rupiah). 

93 

Ayat 

2 

Setiap Orang Yang memiliki dan/atau 

mengoperasikan kapal 

penangkapan ikan berbendera 

asing melakukan penangkapan 

ikan di wilayah pengelolaan 

perikanan Republik Indonesia, 

yang tidak memiliki SIPI 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 Ayat (2). 

Pidana 

penjara 

paling lama 

6 (enam) 

tahun dan 

denda paling 

banyak Rp 

20.000.000.0

00,00 (dua 

puluh miliar 
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rupiah). 

94 Setiap Orang Memiliki dan/atau 

mengoperasikan kapal 

pengangkut, Di wilayah 

perikanan RI, Yang melakukan 

pengangkutan ikan atau kegiatan 

yang terkait yang tidak memiliki 

SIKPI sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 28 ayat (1). 

Maksimum 1 

tahun 

penjara dan 

denda paling 

banyak Rp 

1.500.000.00

0,00 (satu 

miliar lima 

ratus juta 

rupiah). 

95 Setiap Orang Membangun, mengimpor, atau 

memodifikasi kapal perikanan 

yang tidak mendapat persetujuan 

terlebih dahulu sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 35 ayat 

(1). 

Pidana 

penjara 

paling lama 

1 (satu) 

tahun dan 

denda paling 

banyak Rp. 

600.000.000,

00 (enam 

ratus juta 

rupiah). 

96 Setiap Orang Mengoperasikan kapal perikanan 

di wilayah pengelolaan 

perikananRepublik Indonesia 

yang tidak mendaftarkan kapal 

perikanannya sebagai kapal 

perikanan Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 Ayat (1). 

Pidana 

penjara 

paling lama 

1(satu) tahun 

dan denda 

paling 

banyak Rp. 

800.000.000,

00 (delapan 

ratus juta 

rupiah). 

 

97 

Ayat 

1 

Nahkoda Mengoperasikan kapal 

penangkapan ikan berbendera 

asing yang tidak memiliki izin 

penangkapan ikan,yang selama 

berada di wilayah pengelolaan 

perikanan Republik Indonesia 

tidak menyimpan alat 

penangkapan ikan di dalam palka 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 Ayat(1). 

Pidana denda 

paling 

banyak Rp. 

500.000.000,

00 (lima 

ratus juta 

rupiah). 

97 

Ayat 

2 

Nahkoda Mengoperasikan kapal 

penangkapan ikan berbendera 

asing yang tidak memiliki izin 

penangkapan ikan dengan 1(satu) 

Pidana denda 

paling 

banyak Rp. 

1.000.000.00



27 

jenis alat penangkapan ikan 

tertentu pada bagian tertentu di 

ZEEI yang membawa alat 

penangkapan ikan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 Ayat (2). 

0,00 (satu 

miliar 

rupiah). 

97 

Ayat 

3 

Nahkoda Mengoperasikan kapal 

penangkapan ikan berbendera 

asing yang tidak memiliki izin 

penangkapan ikan, yang tidak 

menyimpan alat penangkapan 

ikan di dalam palka selama 

berada di luar daerah 

penangkapan ikan yang di 

izinkan di wilayah pengelolaan 

perikanan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 Ayat (3). 

Pidana denda 

paling 

banyak Rp. 

500.000.000,

00 (lima 

ratus juta 

rupiah). 

98 Nahkoda Tidak memiliki izin berlayar 

sebagai kapal perikanan yang 

dikeluarkan oleh yang sah, pasal 

42 ayat (2). 

Maksimum 1 

tahun 

penjara dan 

denda Rp. 

200.000.000,

00 (dua ratus 

juta rupiah). 

99 Setiap Orang 

Asing 

Melakukan penelitian perikanan, 

diwilayah pengelolaan perikanan 

RI, tidak memiliki izin dari 

pemerintah RI sesuai pasal 55 

ayat (1). 

Maksimum 1 

tahun 

penjara dan 

denda Rp. 

1.000.000,00 

(satu miliar 

rupiah). 

100 Setiap Orang Melanggar ketentuan yang 

ditetapkan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 7 ayat (2). 

Pidana 

maksimal 

denda Rp. 

250.000.000,

00 (dua ratus 

lima puluh 

juta rupiah). 

 

Dalam UU No.31 Tahun 2004, pidana kejahatan dapat terjadi karena: 

1. Penggunaan metode dan teknologi produksi yang destruktif; 

2. Penggunaan teknologi dan ketentuan; 

3. Kejahatan dalam hal perizinan usaha dan izin penangkapan ikan; 

4. Kejahatan dalam hal pengangkutan ikan; 

5. Perusakan lingkungan perikanan; 
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C. Tinjauan Izin Pengelolaan Perikanan 

 

1. Pengertian Izin Pengelolaan Perikanan 

Izin pengelolaan usaha perikanan merupakan alat kontrol pemerintah dalam 

pengelolaan sumberdaya dan usaha perikanan. Dengan mengeluarkan dan 

mengalokasikan izinn usaha perikanan, pemerintah dapat mengetahui seberapa 

besar sumberdaya perikanan yang sudah dikelola dan dimanfaatkan39. 

 

Untuk dapat melakukan pengelolaan suatu perusahaan di bidang perikanan 

prosedurnya wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang 

berwenang. Izin yang diperlukan pada prinsipnya ada 2 (dua) macam, yaitu izin 

lingkungan dan izin usaha perusahaan. Kedua izin tersebut diperlukan untuk 

semua usaha terlepas dari bentuk perusahaannya, apakah perusahaan itu berstatus 

badan hukum (perseroan terbatas, BUMN, koperasi) atau bukan badan hukum 

(perorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer) wajib 

memiliki izn tanpa terkecuali. Oleh karena usaha yang menjadi objeknya adalah 

bidang perikanan, maka setelah izin lingkungan diperoleh dari Kementerian 

Lingkungan Hidup, izin usaha yang dicari oleh perusahaan berupa izin perikanan 

(SIUP), kemudian dengan mengajukan permohonan izin penangkapan ikan 

(SIPI), dan izin pengangkutan ikan (SIKPI) dari Kementerian Kelautan dan 

Perikanan.40 

 

2. Jenis Surat Izin Pengelolaan Perikanan 

Pada umumnya terdapat tiga jenis dokumen izin pengelolaan usaha perikanan 

yang wajib dimiliki supaya bisa melakukan kegiatan pengelolaan usaha 

                                                             
39 http://togaikan.blogspot.co.id/2018/01/perizinan-perikanan.html. Diakses pada tanggal 19 

Februari 2018. Pukul 12.00 WIB. 
40 Gatot Suparmono, op.cit.,hlm. 24. 

http://togaikan.blogspot.co.id/2018/01/perizinan-perikanan.html


29 

perikanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

2009 tentang Perikanan yaitu:41  

1) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 

Pasal 1 Ayat (21) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha 

Perikanan Tangkap mengungkapkan bahwa: 

“Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin 

tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan 

penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.” 

Penangkapan ikan dalam pengertian ini, yaitu melempar kelaut, memiliki 

dan mengangkat jala ikan atau lain-lain alat penangkap ikan, dan pada 

umumnya memakai suatu alat untuk menangkap, memperoleh atau 

membunuh ikan atau lain-lain hasil laut.42  

  

Mengenai peneribitan SIPI sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan (Permen KP) Nomor 16/MEN/2010, Menteri yang 

bersangkutan melakukan pembagian kewenangan kepada gubernur untuk 

menerbitkan SIPI untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan 

yang berukuran 30 GT sampai dengan 60 GT. Dengan ketentuan Permen 

KP tersebut tersirat, bahwa untuk kapal yang berukuran minimal 10 GT 

sampai dengan 30 GT menjadi kewenangan bupati/wali kota, sedangkan 

untuk kapal yang berukuran 60 GT keatas menjadi kewenangan Dirjen 

Perikanan Tangkap untuk menerbitkan SIPI. 

                                                             
41 Ibid, hlm. 37 
42 Andi Hamzah, Laut Teritorial Dan Perairan Indonesia; Himpunan Ordonasi, Undang-Undang 

Dan Peraturan Lainnya, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984) hlm. 49 
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Selanjutnya tentang kapal penangkap ikan yang dimintakan SIPI dalam 

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) 

Nomor 16/MEN/2010 diatas diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a) Tidak menggunakan modal asing atau tenaga kerja asing, 

b) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang digunakan 

adalah buatan dalam negeri, 

c) Kapal sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 

d) Tidak menggunakan alat tangkap purse seine pelagis besar, pukat 

udang, pukat ikan, dan longline, 

e) Kapal berpangkalan pada pelabuhan yang sesuai dengan domisilinya. 

 

Syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan (Permen KP) Nomor 16/MEN/2010 tersebut tampak sejalan 

dengan asas kemandirian dalam pengelolaan perikanan, karena itu tidak 

menghendaki adanya unsur asing yang masuk ke dalam kegiatan 

penangkapan ikan.43 

 

2) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 

Dalam UU Perikanan pengertin SIUP adalah izin tertulis yang harus 

dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan 

menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Dasar 

hukumnya adalah Pasal 26 Ayat (1) UU Perikanan yang menyebutkan, 

“bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang 

                                                             
43Ibid, hlm. 38. 
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penangkapan, pembudidayaan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran 

ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI wajib memiliki SIUP”. 

 

Permohonan SIUP di daerah prosedurnya diajukan kepada Menteri 

Kelautan dan Perikanan, Gubernur, Bupati/WaliKota setempat sesuai 

dengan tingkat kewenangannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. PER.05/MEN/2008, Menteri 

KP memberi wewenang kepada Dirjen Perikanan Tangkap penerbit SIUP 

yang menggunakan kapal dengan ukuran di atas 30 GT, gubernur diberi 

kewenangan untuk menerbitkan SIUP untuk kapal berukuran diatas 10-30 

GT, dan kewenangan bupati/walikota untuk memberikan SIUP untuk 

kapal berukuran 5-10 GT. SIUP diproses setelah perusahaan perikanan 

yang mempunyai kegiatan usaha perikanan mengajukan permohonan 

yang dilengkapi persyaratan yaitu surat permohonan, fotokopi KTP, 

pasfoto dan analisis usaha.44 

 

3) Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) 

Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus 

dimiliki setiap kapal perikanan untuk digunakan melakukan 

pengangkutan ikan. Tidak memiliki SIKPI konsekuensinya kapal 

penangkap ikan tidak dapat mengangkut hasil tangkapannya di wilayah 

pengelolaan perikanan, sehingga akan menghadapi masalah hendak 

dikemanakan hasil tangkapannya. Oleh karena itu SIKPI statusnya juga 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP dan SIPI. 

                                                             
44 Gatot Suparmono, Op.Cit., hlm.35 
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Materi ketentuan SIKPI pada dasarnya sama dengan ketentuan SIPI, 

karena dalam Pasal 28 UU Perikanan menyebutkan, “bahwa setiap orang 

yang memiliki atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera 

asing yang digunakan melakukan pengangkutan ikan di Indonesia. Semua 

pemilik maupun orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan 

diwajibkan menunjukkan SIKPI aslinya, kecuali bagi nelayan kecil dan 

pembudidaya ikan kecil yang hanya bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari.45 

                                                             
45 Ibid, hlm. 40 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.43 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara metode pendekatan, 

yaitu: 

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, serta peraturan-peraturan lainnya yang 

relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian terhadap 

identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara  

meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung 

melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. 

                                                             
43 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 112. 
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Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer 

dan data sekunder. 

 

1. Data primer 

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dangan masalah yang akan 

diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara 

dengan hakim Pengadilan Negeri Medan. 

 

2. Data sekunder 

Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi 

surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-

dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Data sekunder memiliki 

ciri-ciri seperti bentuk maupun isi telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-

peneliti terdahulu, data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap 

terbuat, data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu 

dan tempat.44 

 

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena 

dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan, 

putusan pengadilan, traktat, dan lain-lainnya.45 Bahan-bahan hukum yang 

mengikat terdiri dari:  

                                                             
44 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2012) hlm. 29. 
45 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004) hlm. 103. 
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1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan. 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitanya dengan 

bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-

bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

c. Bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk dan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, majalah, surat kabar, kamus, dan artikel dari internet yang 

berkaitan dengan pokok permbahasan dalam penelitian ini.46 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini 

adalah wawancara terhadap para narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan 

metode depth Interview (wawancara langsung secara mendalam). 

                                                             
46Ibid., hlm 103. 
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Narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah: 

1) Hakim Pengadilan Negeri Medan 1 orang 

2) Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung 1 orang  

Jumlah 2 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur 

pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan (library research) 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library 

research), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang 

ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, 

karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, 

mempelajari, dan mencatat segala yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas.47 

 

b. Studi Lapangan (field research) 

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah 

narasumber dengan dipandu kuesioner penelitian sebagai bentuk dan bukti 

hasil penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 

                                                             
47 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 41. 
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memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang 

ahli atau berwenang dengan masalah tersebut.48 Informan yang akan 

diwawancarai oleh penulis adalah Hakim Pengadilan Negeri Medan. Oleh 

karena itu, penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman 

wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban 

informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat langsung 

ditulis oleh peneliti. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. 

Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh 

melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan 

pengolahan data dilakukan sebagai berikut:  

a. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan 

kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini data-data berupa peraturan perundang-undangan dan literatur 

atau buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai 

pendukung hasil sebuah penelitian. 

b. Klasifikasi data, yaitu suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun 

dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-

ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya. 

c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara 

sistematis hingga memudahkan interpretasi data. 

                                                             
48 Burhan Ashshofa, Op.Cit., hlm. 95. 
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E. Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif artinya 

menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel, sedangkan secara kualitatif 

artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

pemahaman dan interpretasi data.49 Analisis data penulisan skripsi ini dilakukan 

dengan cara analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan 

cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal 

yang umum menuju hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan 

berdasarkan hasil penelitian. 

                                                             
49 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 172. 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki izin pengelolaan usaha perikanan 

dan faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana terhadap 

pelaku tindak pidana  tidak memiliki izin pengelolaan usaha perikanan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana  tidak memiliki izin 

pengelolaan usaha perikanan merupakan bentuk upaya penegakan hukum 

pidana terhadap tindak pidana tidak memiliki izin pengelolaan usaha 

perikanan dengan menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

supaya jera dan dapat menanggulangi tindak pidana tersebut sesuai dengan 

aturan-aturan mengenai  tidak memiliki izin pengelolaan usaha perikanan 

dalam Undang-Undang Perikanan. 

 

Tindak pidana tidak memiliki izin pengelolaan usaha perikanan merupakan 

bentuk tindak pidana di bidang perikanan yang diatur dalam pasal 92, 93, dan 

94 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Mengenai izin 

pengelolaan yang dimaksud adalah wajib memiliki Surat Izin Pengelolaan 
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Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin 

Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang diterbitkan pemerintah Indonesia bagi 

semua kapal penangkapan ikan  yang beroperasi di wilayah perairan 

Indonesia.  

 

Ketentuan sanksi pidana yang diutamakan dalam tindak pidana tidak memiliki 

izin pengelolaan usaha perikanan adalah pidana denda karena tindak pidana 

tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara di bidang sumberdaya 

perikanan. Ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan yang berkaitan 

dengan ketentuan UNCLOS juga menyebutkan bahwa ketentuan pidana 

penjara tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana di bidang perikanan yang 

terjadi di wilayah perairan Indonesia oleh karena itu pidana denda lebih 

diutamakan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ini. 

  

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki izin 

pengelolaan usaha perikanan ini merupakan bentuk proses peradilan pidana 

dalam upaya penegakan hukum di bidang perikanan khususnya pengelolaan 

izin usaha perikanan. Karena dalam ruang lingkup peradilan, maka upaya 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana  izin pengelolaan usaha 

perikanan harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu oleh penyidik supaya 

hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

tersebut. Pembuktian dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan 

terdakwa, keterangan ahli, dan barang/alat bukti. Pembuktian yang dilakukan 

oleh penyidik harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana  izin pengelolaan 

usaha perikanan terhadap perbuatan terdakwa. 
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Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki izin 

pengelolaan usaha perikanan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 

1) Penegakan hukum dengan cara represif. 

Penegakan hukum dengan cara represif memiliki arti bahwa, 

penegakan hukum dilakukan dengan cara sarana penal yang disebut 

juga sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice system). 

2) Penegakan hukum dengan cara preventif. 

Penegakan hukum dengan cara preventif memiliki arti bahwa, 

penegakan hukum dilakukan dengan cara pencegahan dan menghindari 

sarana penal. Beberapa cara prefentif yang dapat dilakukan agar 

mengurangi terjadinya tindak pidana perikanan adalah: 

a. Operasi Teklis, yaitu kegiatan atau upaya mencegah dan menindak 

pelaku pelanggaran secara langsung di lapangan melalui kegiatan 

patroli, penyitaan barang bukti, penitipan barang bukti, 

pengamanan identitas, penyelesaian administrasi dan laporan oleh 

aparat penegak hukum. 

b. Operasi Hukum adalah, suatu tindakan dan pemberlakuan pada 

setiap orang agar seseorang tersebut insaf atau tidak melakukan 

pengulangan perbuatan pidana. 

 

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana  izin pengelolaan usaha 

perikanan sangatlah penting dan strategis di bidang perikanan Indonesia 

khususnya dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan. 

Tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana tidak memiliki izin 

pengelolaan usaha perikanan ini sebagai bentuk upaya pemerintah 
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menanggulangi bagian dari kejahatan illegal fishing di wilayah perairan 

Indonesia yang sangat merugikan negara. Jika penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana  izin pengelolaan usaha perikanan berjalan efektif maka 

pembangunan di bidang sumberdaya perikanan dapat berjalan secara 

berkelanjutan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan. 

 

2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana  izin 

pengelolaan usaha perikanan adalah hal yang tidak mudah karena terdapat 

faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana  izin pengelolaan usaha perikanan, yaitu sebagai 

berikut: 

 

a) Faktor aturan hukum yang masih inkonstitusional/tidak ada dasar 

hukumnya, tidak jelas, tidak konsisten dalam pengaturan sanksi pidana, 

dan tidak tegasnya aturan yang mengatur dan sanksi pidana yang 

disebutkan masih kurang berat. 

b) Faktor aparat penegak hukum 

Aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana izin usaha perikanan banyak memiliki kekurangan dari dua 

segi yaitu: 

 Segi kuantitas dalam hal ini jumlah aparat penegak hukum yang 

bertugas khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

perikanan jumlahnya masih sedikit dan belum merata. 

 Segi kualitas dalam hal ini masih banyak aparat penegak hukum yang 

bertugas menegakkan hukum tidak sesuai dengan kewenangannya, 
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masih ada kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh aparat 

penegak hukum. 

c) Faktor sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana  izin pengelolaan usaha perikanan masih kurang memadai 

seperti kapal yang digunakan untuk pengawasan oleh aparat penegak 

hukum jumlahnya kurang memadai sedangkan kapal asing yang masuk ke 

wilayah perairan Indonesia jumlahnya tidak sedikit dan mengingat luasnya 

wilayah perairan Indonesia seharusnya sarana untuk melakukan 

pengawasan ditambahkan. 

d) Faktor kebudayaan hukum dimasyarakat 

Kebudayaan hukum dimasyarakat mengenai perikanan dan kelautan 

sampai saat ini belum berorienasi kepada aspek kelesestarian. Kesadaran 

terhadap peraturan hukum  izin pengelolaan usaha perikanan di 

masyarakat juga masih kurang sehingga masih banyak terjadinya 

pelanggaran. 

 

B. Saran 

 

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian 

ini maka penulis memberikan saran sebagai sebagai berikut: 

1. Aturan hukum mengenai  izin pengelolaan usaha perikanan yang berlaku saat 

ini harus dilakukan rekontruksi kembali dan diperbaharui karena masih ada 

aturan yang tidak jelas, sanksi pidana yang kurang berat dan inkonsistensi, 

supaya penegakan hukum terhadap  izin pengelolaan usaha perikanan dapat 
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berjalan efektif dan bisa menanggulangi tindak pidana  izin pengelolaan 

usaha perikanan 

2. Supaya terciptanya penegakan hukum yang sebagaimana mestinya, aparat 

penegak hukum yang berwenang perlu dilakukan pemberdayaan baik dari 

segi kuantitas dan kualitas secara maksimal supaya dapat menanggulangi 

tindak pidana  izin pengelolaan usaha perikanan. 

Aparat penegak hukum harus meningkatkan pengawasan di wilayah perairan 

Indonesia agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan 

termasuk tindak pidana  izin perikanan yang sangat berkaitan dengan kegiatan 

illegal fishing. 

Aparat penegak hukum juga perlu melakukan koordinasi mengenai 

kewenangan dalam upaya penegakan hukum dan penanggulangan. 

Pemerintah juga perlu menambahankan fasilitas sarana dan prasarana yang 

mendukung aparat penegak hukum seperti kapal patroli dan alat teknologi 

yang lebih canggih untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan 

Indonesia mengingat wilayah perairan Indonesia yang sangat luas. 

3. Sikap masyarakat terhadap kesadaran hukum yang berlaku terutama di bidang 

perikanan perlu ditingkatkan supaya dapat mengurangi tindak pidana 

perikanan khususnya tindak pidana  izin pengelolaan perikanan. Masyarakat 

haruslah mematuhi aturan yang berlaku dan berperan juga melakukan 

pengawasan terhadap sumber daya perikanan supaya terjaga kelestarian 

sumber daya perikanan. 
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